PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 10 TAHUN 2008 &
TENTANG @
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN /@RAH
TAHUN ANGGABAN 008

DENGAN RAHMAT TUHAN G MAH@A

, keadaan yang menyebabkan
or@si, antara kegiatan, dan antar jenis

abkan sisa lebih tahun anggaran
rus dig n untuk pembiayaan dalam Tahun
mak u dilakukan perubahan APBD Tahun

Menimbang : a. bahwa sehu @(;an pé%n;bangan yang tidak sesuai dengan

5§ ertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

ngan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor ....

: asi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
g Pe ahun Anggaran 2008;
Menging 1. Un ang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Da. ta Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
an Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14
@tus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang .......




3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 \Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomox4(48);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 teptang/Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lemba @eara {k Indonesia
ibaran a Republik

<

Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 2 99 tentanyg” Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bg

arj Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republ pdonesia @m 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik In a Nomor 3851);

6. ~Tahu % entang Keuangan Negara
Jlik 1 sty Tahun 2003 Nomor 47,

Indonesia Nomor 4286);
7. un 2004 tentang Perbendaharaan

: k Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
in Ne ublik Indonesia Nomor 4355);
Nory :11Ji Tahun 2004 tentang Pembentukan
ndan ;! @hpdangan (Lembaran Negara Republik

omor 53, Tambahan Lembaran Negara
or 4389);

omor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

egara Republik Indonesia Nomor 4400);

@O. Un Jndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pemdbaigtinan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nempr 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang .......




12.

13.

14.

15.

16.

19.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun ng Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonegra~Ja 2001 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republil psia N139),‘

Peraturan Pemerintah Nomor 23/}s 003 enta@ Pengendalian

Jumlah Kumulatif Defisit Anggasat dapatamdan Belanja Negara
y Z Daerah sgffa’Jumlah Kumulatif

rintah erah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun “2Q03/Nomor Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4287);@

2004 tentang Kedudukan
dR Pimpi anYAnggota Dewan Perwakilan
arhn Nega epublik Indonesia Tahun 2004
émbaran Negara Republik Indonesia Nomor
apa kali diubah terakhir dengan
hun 2007 tentang Perubahan Ketiga
r 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
iypinan dan Anggota Dewan Perwakilan

egara Republik Indonesia Tahun 2007
aran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerinta
Protokoler dan Keugz
Rakyat Daerah (
Nomor 90, T@a hakart

4416) sebagal §§

(s

ah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

anan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
iIndonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

21. Peraturan ......



21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomop4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahu
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Nomor 140, Tambahan Lembaran Nega

tentang Pengelolaan
onesia Tahun 2005
gpubli onesia Nomor

24. Peraturan Pemerintah Nomg @ un 2gtang Pedoman
Penyusunan dan Penerapayl gfandar-Pelayanan!¥linimal (Lembaran
Negara Republik Indones pn 2005 ANomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonedia NON@S);

Nor 79 Td@ ;2005 tentang Pedoman
Wasan atas Qé\n%e enggaraan Pemerintahan
xq Repub donesia Tahun 2005 Nomor 165,
rara Rep Indonesia Nomor 4593);

Pembinaan dan Pen
Daerah (Lembaran
Tambahan Lembay
26. Peraturan ) %
Keuangan t’ '

Republik Indon

Nomz@ Tahun 2006 tentang Pelaporan
j Pemerintah (Lembaran Negara
J6 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
uangan Daerah sebagaimana telah diubah
teri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

@9. P:: X Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2005 tentang

bentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi
“aliyn 2005 Nomor 5 Seri A - 3);

30. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 1);

32. Peraturan ......
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32. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

dan
WALIKOTA SUKABUMI
MEMUTUSKAN : %
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AHA@NCGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAER@—) A GG@{AN 2008
al

nggaran 2008 semula
ah Rp 36.838.330.000,00
sehingga menjadi Rp 517.0078062,00 \ fincian sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T

1. Pendapatan

a. Semula Rp 411.133.977.000,00
b. Bertambah/ (b 15.302.422.000,00
Jumlah Pendapat Rp 426.436.399.000,00

Rp 477.169.632.000,00
Rp  6.003.147.000,00

Rp 483.172.779.000,00
us/ (Defisit) setelah perubahan Rp (56.736.380.000,00)

Rp 69.035.655.000,00
Rp_21.535.908.000,00

Rp 90.571.563.000,00

S Rp 3.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 30.835.183.000,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 33.835.183.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 56.736.380.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan ......
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a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp 47.372.244.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 5.499.530.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 52.871.774.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 330.399.919.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp  1.506.888.000,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 331.906.807.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 3%361°814.008,40
2) Bertambah/(berkurang) Rp é%oo .000,00,

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yand\s setelah
perubahan Rp~41.657.818.000,00

<
(2) Pendapatan Asli Daerah seba@@aksud% ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula
2) Bertambah/ (berkuran
Jumlah pajak daerah setelah ahan
b. Retribusi daerah<7 @
1) Semula % Q& 40.654.265.000,00
2) Bertambay/ (Berk 2) P 3.468.156.000,00
ONQ Q I‘@

Jumlah retribu Y setelah an Rp 44.122.421.000,00

Rp 4.979.790.000,00

and ang dipisahkan

Q)

Rp 918.235.000,00

Rp 678.311.000,00
yaan daerah yang dipisahkan

Rp 1.596.546.000,00

Rp 907.664.000,00
/ (berkurang) Rp  1.265.353.000,00
in pendapatan daerah yang sah setelah
Rp  2.173.017.000,00

fbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
s pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp 24.208.089.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp__1.506.888.000,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 25.714.977.000,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp 278.943.830.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp -
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 278.943.830.000,00

c.Dana......



c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp 27.248.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp -
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp  27.248.000.000,00

4) Lain-lain pendapatan daerah yvang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
p P yang g P y
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Hibah
1) Semula Rp =
2) Bertambah/(berkurang) Rp m
Jumlah hibah setelah perubahan Q
b. Dana darurat Q
1) Semula R - %
2) Bertambah/ (berkurang) RN -
Jumlah dana darurat setelah perubgh @ Rp -
c. Dana bagi hasil pajak @
1) Semula Rp 51.000,00

9

2) Bertambah/(berkurang R\ $2763.580.000,00
Jumlah dana bagi hasil af‘a setefah per Hap Rp 21.237.631.000,00
d. Dana penyesuaij an\otoTropi khusu

2.654.610.000,00
p -

1) Semula
2) Bertambaly/ (bexkyrpng)
a—~Jpehyesfiaian jomi khusus setelah
Rp  2.654.610.000,00
uangah dari pr&@ﬁau dari pemerintah daerah lainnya

Rp 13.233.153.000,00
ang Rp  4.532.424.000,00

rovinsi atau dari pemerintah daerah

etelah @ Rp 17.765.577.000,00

Pasal 3

Rp 218.914.810.000,00
(berkurang) Rp 12.085.625.000,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 231.000.435.000,00

b. Belanja langsung

1) Semula Rp 258.254.822.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp__ (6.082.478.000,00)
Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 252.172.344.000,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :



a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 177.799.431.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp  9.242.146.000,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 187.041.577.000,00

b. Belanja bunga

1) Semula Rp -
2) Bertambah/(berkurang) Rp -/\
Jumlah belanja bunga setelah perubahan

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp Q—

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja subsidi setelah perubaha Q ~ /\t R@ -

d. Belanja hibah

1) Semula 16.772. O 00
2) Bertambah/( berkurang (1 04,6 0,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan @V 15.726.373.000,00
e. Belanja bantuan sosial @ %
Q

1) Semula 9.805.283.000,00
2) Bertambah/ (herki r@ p 889.702.000,00
Jumlah belanja os setelah ubahan Rp 23.694.985.000,00

f. Belanja bagi %

430.000.000,00

erubahan Rp 430.000.000,00

Rp  3.107.500.000,00
Rp -
keuangan setelah perubahan Rp  3.107.500.000,00

Rp 1.000.000.000,00

M RD _
anja tidak terduga setelah perubahan Rp  1.000.000.000,00
(3) Be angsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja pegawai
1) Semula Rp 48.272.483.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp  4.066.139.000,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 52.338.622.000,00
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp 96.501.455.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.445.714.000,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 111.947.169.000,00



c. Belanja .....
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c. Belanja modal
1) Semula Rp 113.480.884.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp (25.594.331.000,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 87.886.553.000,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalaxaYRasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan
1) Semula p @6 .000,00
2) Bertambah/(berkurang) P 2358%.908.000,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan Q N4 %@0.571.563.000,00

b. Pengeluaran
1) Semula 3.000.@30,00
2) Bertambah/(berkurang) p 30.835%. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan @\/ Rp 33.835.183.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana@u >

pembiayaan :

~ A

a. SiLPA tahun an@ a
1) Semula % 50.253.179.000,00
2) Bertambal} kulbang) Rp 21.535.908.000,00
Jumlah SiL.P nariggara ya setelah perubahan Rp 71.789.087.000,00

®
S

Rp 18.500.000.000,00
, 3 RD _
eTICairan d& angan setelah perubahan Rp 18.500.000.000,00

7 iy '
Ahafi/ (berkurang) Rp -
enjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
ahan Rp -
pinjaman daerah

Rp -

2) Bértambah/(berkurang) Rp -
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah

perubahan Rp -

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp 282.476.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp - .




Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp 282.476.000,00

(3) Pengeluaran ......
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 29.585.1$3.000,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubah Rp 29.585.183.000,00

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daera

1) Semula Rp .0 000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 50. 0.000,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pe 16

setelah perubahan

%Q 4.250.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang
1) Semula @
N

2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pembayaran pokok 2 etelah pe b@? Rp -
d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula . Rp

2) Bertambah/@ -

Jumlah pemberi an daer an obligasi daerah
@ C
@ <&ﬁlsal 5

nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

ian t1da%p1sahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

an Perubahan APBD;

Ringkasan =~ Perubahan =~ APBD  menurut  Urusan

emerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan

Kegiatan;

5. LampiranV  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2008;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun
Anggaran 2008;

9. LampiranIX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap
Daerah Tahun Anggaran 2008;



Pada tan

SEK

Diundangkan umi @
ggag g
ERA %

10. Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-
lain Tahun Anggaran 2008;

11. Lampiran XI ......
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11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum
Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran 2008;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2008

Pasal 6

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bels ai landasan

operasional pelaksanaan. @ o
&

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggald{tigdangkan.

Walikota Sukabumi menetapkan Peratura likota t@ Penjabaran

Agar setiap orang mengetah emerin

y R
Daerah ini dengan penempata dala :
O%: & Ditetapkan di Sukabumi

% @ Pada tanggal
@ % WALIKOTA SUKABUMI,

& MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

BU

Q

MOHAMAD MURAZ
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